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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di kota Malang. penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM  yang terdaftar di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 95 UMKM yang diambil berdasarkan rumus slovin. Penelitian ini 

menggunkan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, 

tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di kota Malang. 

 

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, 

  dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, tax 

rates, and tax sanctions on UMKM taxpayer compliance in the city of Malang. This 

research is a type of quantitative research. The population in this study are UMKM 

taxpayers registered at the Department of Industry and Trade of Malang City. The 

sample in this study amounted to 95 UMKM taken based on the slovin formula. This 

study uses primary data obtained through a questionnaire. The analytical method 

used in this study uses multiple linear regression analysis. The results showed that 

simultaneously understanding of tax regulations, tax rates, and tax sanctions had a 

positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in the city of Malang. 

 

Key Words : Understanding Tax Regulation, Tax Rates, Tax Sanction, and 

Taxpayer  Compliance. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang bersifat memaksa yang 

dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perpajakan yang 

berlaku serta rakyat tidak memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki 

peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk 

membiayai seluruh pembangunan negara. (news.ddtc.co.id) Dalam melaksanakan 

pembangunan di Indonesia diperlukan dana yang tidak sedikit dan ditopang dari 

penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan maka penerimaan yang 

diterima oleh negara juga harus terus meningkat. Besarnya wajib pajak juga 

mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah 

wajib pajak maka dari itu peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan 

dalam hal ini. (bppk.kemenkeu.go.id) 

 Di Indonesia Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan yaitu Self 

Assesment System. Dalam sistem pemungutan ini Wajib Pajak diberikan 

kepercayaan dan tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 

sendiri dengan mendaftar, menghitung pajak terutangnya kemudian melaporkan 

pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pajak. Dalam pelaksanaan self 

assessment system, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memiliki peran 

untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta pengenaan sanksi 

perpajakan (Santuo, 2020). Salah satu sumber pendapatan Indonesia dalam sektor 

pajak adalah Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). 
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 Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-

Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro 

adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun 

mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara 

Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 

2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 

juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.” 

 Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai 

pengenaan pajak UMKM dengan tarif sebesar 1% dari omzet wajib pajak yang 

tidak melebihi 4,8 dari satu tahun masa pajak (Sularsih, 2018). Wajib pajak pelaku 

UMKM yang memilki penghasilan bruto diatas 4,8 miliyar per tahun akan 

dikenakan tarif pajak normal sesuai pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Menurut 

Supadmi & Suputra (2016) Peraturan pemerintah ini mengalami pro dan kontra, 

sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yaitu tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu. Adanya Peraturan Pemerintah 

No.23 tahun 2018 ini menggantikan peraturan lama. Perubahan dalam Peraturan 

Pemerintah ini yaitu adanya penurunan tarif pajak yang sebelumnya dikenakan tarif 

sebesar 1% berubah menjadi 0,5% dan bersifat final. Selanjutnya pemerintah 

menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 

sebesar 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan 

kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia 

dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi (Yanti et al, 
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2020). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya penurunan tarif pajak UMKM 

diharapkan masyarakat menjadi tidak terbebani sehingga wajib pajak semakin 

patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. 

 Sebelum Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 ini diterapkan, kesadaran 

wajib pajak UMKM dalam membayar masih tergolong rendah, sehingga 

diberlakukannya sanksi perpajakan. Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa 

wajib pajak orang pribadi UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila 

terdapat sanksi pajak yang tegas. Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018 ini 

memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman wajib 

pajak mengenai PP No.23 Tahun 2018. 

 Dari beberapa pernyataan di atas, untuk menganalisis pemahaman wajib 

pajak dengan adanya peraturan pemerintah mengenai tarif pajak dan sanksi 

perpajakan yang diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan 

sikap yang dilakukan setelah diberlakukan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 

0,5% yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun. Saat ini di Kota Malang mulai 

bertambahnya UMKM terutama dibidang kuliner. Selain itu hal ini dapat 

mengurangi pengangguran dan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah 

melalui pendapatan pajak. Akan tetapi apakah pelaku UMKM tersebut telah 

mengetahui dan sadar akan adanya peraturan perpajakan terutama mengenai adanya 

pemberlakuan penurunan tarif pajak yang baru dan bagaimana kepatuhan wajib 

pajak UMKM dalam membayar pajak sehingga terhindar dari sanksi perpajakan 

yang telah ditentukan. 



4 
 

 
 

Pada penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten 

seperti pada penelitian Fauzi (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan dari variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 

menurut penelitian Sari et al. (2019) dan Setyawan (2020) yang menyatakan bahwa 

pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Alasan memilih UMKM di Kota Malang dikarenakan kontribusi yang diberikan 

dalam menunjang laju perekonomian di Jawa Timur sebesar 60% dan didominasi 

oleh sektor kuliner. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Tarif 

Pajak  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota 

Malang” 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah di ungkapkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 

2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM? 

3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 

4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif 

pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, 

khususnya dibidang perpajakan tentang pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM serta bisa dijadikan sebagai catatan dan tambahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya 

2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait 

dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kota Malang. 
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b. Bagi UMKM 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai 

peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan serta 

meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan 

adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak. Analisis 

yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda.Dalam penelitian ini 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pemahaman 

Peraturan Perpajakan, Tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak 

berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota 

Malang. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Malang 

2. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian imi adalah 

kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM. 

3. Pemelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman peraturan 

perpajakan , tarif pajak, dan sanksi pajak. 

5.3 Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah : 

1. Dikarenakan Malang terdiri dari Pemerintahan Kota dan Kabupaten , maka 

perlu ditambahnya lokasi misalnya Kabupaten Malang yang juga memiliki 

UMKM untuk mendukung perekonomian di wilayahnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan 

data dengan melakukan wawancara atau observasi terhadap para pelaku 

UMKM agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan relevan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang 

mempengaruhi kewajiban wajib pajak UMKM, misalnya insentif pajak, 

tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak tentang PP No.23 Tahun 2018, dan 

lain-lain. 
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